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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dapat disusun dan
diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila dan
konsep kewarganegaraan dalam konteks era digital yang terus
berkembang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki
peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda
yang berwawasan kebangsaan, menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi, serta memiliki sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Buku ini disusun dengan sistematis, mencakup berbagai aspek
penting dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mulai dari
hakikat pendidikan, sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa, hingga implementasi Pancasila
dalam berbagai bidang. Selain itu, buku ini juga mengupas prinsip-
prinsip negara hukum, sistem pemerintahan Indonesia, hak asasi
manusia, serta tantangan keberagaman dalam masyarakat
multikultural. Dengan adanya pembahasan mengenai ketahanan
nasional serta pembangunan karakter kebangsaan di era Revolusi
Industri 5.0, diharapkan pembaca dapat memahami dinamika
kebangsaan yang terus berkembang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, pendidik, serta masyarakat
umum dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai
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Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kami
juga menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari
berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan
penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga
buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi
dalam memperkokoh nilai-nilai kebangsaan serta membentuk warga
negara yang berintegritas di era digital ini.
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SINOPSIS

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini mengupas

secara komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam
membangun karakter bangsa serta peran kewarganegaraan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku ini, pembaca akan
diajak untuk memahami sejarah perumusan Pancasila, peranannya
sebagai dasar negara, serta tantangan implementasinya dalam era
digital dan globalisasi. Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-
prinsip negara hukum, sistem pemerintahan, serta dinamika
perubahan konstitusi di Indonesia.

Selain teori, buku ini juga menyajikan analisis mengenai peran
Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum,
ekonomi, sosial, budaya, serta hubungan internasional. Pembahasan
mengenai hak asasi manusia, keberagaman, dan toleransi dalam
masyarakat multikultural turut menjadi bagian penting dalam buku ini.
Dengan adanya pembahasan mengenai ketahanan nasional dan
pembangunan karakter kebangsaan di era Revolusi Industri 5.0,
diharapkan buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi
muda dalam menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan jati diri
sebagai bangsa Indonesia.
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SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

7.1. Pengertian Demokrasi dan Konstitusi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang
berlandaskan pada kedaulatan rakyat, di mana keputusan-keputusan
penting dalam pengelolaan pemerintahan ditentukan melalui
partisipasi dan persetujuan mayoritas. Dalam konteks demokrasi,
masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, memantau
kebijakan, serta menyuarakan aspirasi melalui berbagai saluran yang
ada, seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau perwakilan di
lembaga legislatif. Hal ini tidak hanya terbatas pada prosedur politik,
tetapi juga mencakup nilai-nilai yang mendukung hak asasi manusia,
supremasi hukum, serta penghormatan terhadap pluralisme.

Dalam menjalankan pemerintahannya, banyak negara di
seluruh dunia menerapkan sistem demokrasi. Salah satu negara yang
menggunakan sistem ini adalah Indonesia. Di bawah ini adalah urutan
perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Itu dimulai dengan
demokrasi parlementer, kemudian berubah menjadi demokrasi
terpimpin, dan pada akhirnya, sistem demokrasi Pancasila diterapkan.
“Demokrasi” adalah istilah yang berasal dari kata “kekuasaan oleh
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rakyat” atau “pemerintahan oleh ditangan rakyat”.

Istilah demokrasi berasal dari kata ”“demos” yang berarti
masyarakat, dan "kratos” yang berarti kekuasaan (Made & Putri,
2021). Selanjutnya, dari sudut pandang etimologis, dapat dikatakan
bahwa demokrasi merujuk pada kekuasaan yang sepenuhnya
dipegang oleh rakyat, yaitu suatu sistem pemerintahan yang
menempatkan kepentingan pada pihak yang memiliki otoritas
tertinggi. Dari perspektif teori, pemerintahan demokratis secara
umum terhubung dengan pemenuhan prinsip kesetaraan dan keadilan
bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa diskriminasi, selaras
dengan konsep yang dikenal sebagai cita-cita serta nilai-nilai luhur
para filsuf terkemuka seperti Plato dan Aristoteles. Pemikiran kedua
tokoh tersebut menghasilkan konsep mengenai keseimbangan dan
keselarasan.

Prinsip-prinsip demokrasi menjadi fondasi yang menjamin
sistem ini berfungsi dengan adil dan efektif. Salah satu prinsip utama
dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang
wewenang tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan melalui
mekanisme seperti pemilihan umum. Kedaulatan rakyat tidak dapat
dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan
konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi)
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Irawan, 2023). Prinsip ini
menggarisbawahi bahwa kekuasaan bersumber dari rakyat dan untuk
kepentingan rakyat, sehingga setiap individu memiliki hak untuk ikut
serta dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada
kehidupan bersama. Prinsip lain yang tak kalah penting adalah
kesetaraan dan keadilan. Dalam demokrasi, setiap warga negara
diperlakukan setara di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama
untuk terlibat dalam kehidupan politik tanpa memandang latar
belakang ras, agama, gender, maupun status sosial.
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Kesetaraan ini juga mencakup perlindungan hak asasi manusia,
meliputi kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat, dan
berkumpul. Lebih dari itu, demokrasi mengharuskan adanya perlakuan
yang adil dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kepentingan
mayoritas tidak mengesampingkan hak-hak kelompok minoritas.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting lainnya dalam
demokrasi. Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab kepada
rakyat atas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta siap untuk
diawasi melalui mekanisme checks and balances. Selain itu,
transparansi dalam proses pengambilan keputusan memberikan
kesempatan bagi rakyat untuk memahami dan menilai kebijakan
pemerintah secara objektif. Dengan adanya prinsip-prinsip ini,
demokrasi mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
memastikan bahwa pemerintah dapat berfungsi sesuai dengan
keinginan rakyat.

Adapun demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi
yang berdasarkan Pancasila, sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan
gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran,
kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia yang
berkesinambungan (Irawan, 2024a). Demokrasi telah menjadi fondasi
esensial bagi sejumlah negara yang beraspirasi untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Namun, penerapan
demokrasi dalam kerangka negara konstitusi sering kali menghadapi
berbagai tantangan. Indonesia, sebagai sebuah negara yang
mendasarkan sistem hukumnya pada konstitusi, menghadapi
sejumlah tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi
secara efektif. Perkembangan hukum memiliki banyak konsekuensi
yang signifikan sebagai alat kebijakan negara. Banyak kritik ditujukan
kepada produk hukum Orde Baru yang terkesan kaku dan tidak
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beradaptasi dengan perubahan dan permintaan masyarakat. Dalam
kerangka pembangunan hukum konvensional, proses pembuatan
hukum cenderung menghindari keinginan kelompok masyarakat atau
individu, sehingga isi hukum lebih banyak mencerminkan tujuan elit
politik, aspirasi pemerintah, atau bahkan digunakan sebagai alat untuk
memenuhi keinginan mereka yang memegang kekuasaan di negaraini.
(Rohmatillah et al., 2023).

Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi sejak
sebelum reformasi pada tahun 1998, Indonesia masih menghadapi
beragam tantangan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi
ke dalam kebijakan dan praktik yang sejalan dengan konstitusi. Dengan
demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tantangan-
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi dalam konteks
negara konstitusi, dengan Indonesia sebagai studi kasus, menjadi
esensial untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem
pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
berfungsi sebagai landasan utama untuk menjalankan demokrasi di
Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal
1 Ayat (2), yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Konsep ini menjamin
bahwa seluruh proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum
hingga pembuatan kebijakan, harus didasarkan pada kehendak rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Menurut penelitian (Ukasah,
2024) selama ini, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap suci dan tidak
dapat diubah, tetapi sekarang mengalami beberapa perubahan.
Seseorang menuntut perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945
karena ada perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk memulai
"kontrak sosial" baru antara warga negara dan negara, yang akan
menghasilkan peraturan dasar yang mewakili nilai-nilai bersama
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(konstitusi/UUD 1945). Selain itu, perubahan konstitusi ini bertujuan
untuk mengubah sistem dan keadaan negara yang otoritarian ke arah
sistem yang lebih demokratis dengan relasi antar lembaga negara yang
lebih seimbang. Oleh karena itu, perubahan konstitusi menjadi tugas
yang harus diprioritaskan.

Konstitusi Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak
UUD 1945 diamandemen pada 1999-2002 untuk menyesuaikan diri
dengan kemajuan masyarakat dan kebutuhan zaman. Salah satu
perubahan yang signifikan terjadi selama era reformasi adalah
amendemen UUD 1945 untuk meningkatkan demokrasi, hak asasi
manusia, dan otonomi daerah. Perubahan ini menunjukkan
bagaimana konstitusi beradaptasi dengan era modern, dimana
prioritas demokrasi dan hak asasi manusia meningkat (Sanusi et al.,
2020). Selain itu, perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengubah
sistem dan keadaan negara yang otoritarian ke arah sistem yang lebih
demokratis dengan keseimbangan dalam relasi antar lembaga negara.
Akibatnya, perubahan konstitusi menjadi agenda dan tanggung jawab
yang tidak dapat diabaikan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah
satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk
menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara
demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan
yang lebih tegas; sistem saling mengawasi serta saling mengimbangi
(check and balances) yang lebih ketat dan transparan; serta
pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk
mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan
zaman (lrawan, 2024c).

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan esensi dari demokrasi,
yang berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan
kedaulatan rakyat. Dalam kerangka sistem demokrasi, pemilu
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung
memilih wakil dan pemimpin mereka. Selain itu, pemilu juga berperan
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sebagai sarana untuk menjamin bahwa pemerintahan dilaksanakan
sesuai dengan kehendak rakyat, serta memberikan legitimasi kepada
para pemimpin yang terpilih. Pemilihan Umum sebagai salah satu
sendi demi tegaknya demokrasi yang dipilih Indonesia (lrawan,
2024b). Misalnya, Pemilu tahun 1971 yang berlangsung di bawah
rezim Orde Baru, dianggap sebagai pemilu yang paling terkendali.
Dalam pemilu ini, aparat negara dimanfaatkan untuk mendukung
Golkar, yang berfungsi sebagai alat politik pemerintah.

Namun, sistem demokrasi ini terganggu oleh dinamika politik
yang mengarah pada sistem yang otoriter, di mana oposisi mengalami
kesulitan untuk berkembang, dan masyarakat memiliki pilihan politik
yang terbatas. Pemilu pada masa ini lebih bersifat sebagai formalitas,
tanpa memberikan ruang yang adil bagi partai-partai lain untuk
bersaing secara sehat. Dalam konteks demokrasi modern, pemilihan
umum telah memenuhi prinsip-prinsip fundamental yaitu langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjamin
bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memilih
dan dipilih tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Di Indonesia,
penerapan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Proses ini juga
menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam
menentukan arah politik dan masa depan bangsa.

Selain itu juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang
berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi
Indonesia, seperti pelaksanaan kebebasan berpendapat, kebebasan
pers, dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan
keputusan pemerintah. Termasuk bagaimana tantangan-tantangan
yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
lebih jelas mengenai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam
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konstitusi Indonesia serta tantangan-tantangan yang harus diatasi,
sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas
demokrasi di Indonesia.

7.2. Perkembangan Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia

Jika kita melihat catatan sejarah, munculnya negara dengan
sistem konstitusional telah mengambil waktu yang lama dan rumit,
dan akan selalu menjadi topik diskusi yang menarik untuk dibahas saat
kita berusaha membangun sistem pemerintahan konstitusional.
Dimulai sejak Aristoteles, seorang filsuf terkenal, berhasil
mengumpulkan berbagai konstitusi dari berbagai negara. Pada
awalnya, konstitusi dianggap sebagai kumpulan dari aturan dan adat
kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian, itu menjadi lebih luas dan
dianggap sebagai kumpulan ketentuan dan aturan yang telah disusun
oleh para Kaisar.

Sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia memiliki
konstitusi yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya.
Proses pembentukan konstitusi negara Indonesia dapat dimulai pada
saat Jepang memberikan janji. Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), juga dikenal
sebagai Dokuritsu Zumbi Choosakai, pada tanggal 29 April 1945 dan
dilantik pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan terbentuknya BPUPKI,
bangsa Indonesia secara legal telah memperoleh kemerdekaan. agar
segera menetapkan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan
kemerdekaan sebagai negara (Santoso, 2013).

Dalam konteks negara Indonesia, UUD 1945 menyebutkan
kedaulatan rakyat dua kali. Ini pertama kali disebutkan dalam
pembukaan alinea keempat, "Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang berkedaulatan Rakyat." Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat
(2) UUD 1945, kedaulatan rakyat telah diubah menjadi undang-undang
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yang berkedaulatan rakyat. (Noviati, 2016a). Pasal 4 Ayat (1) UUD
1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, isi yang terkandung
didalamnya juga dibahas tentang bagaimana dan siapa yang dapat
memegang kekuasan dalam pemerintahan. Disebutkan, "Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar." Selain itu, bagian-bagian lain dari UUD 1945
juga mencantumkan otoritas tambahan. Oleh karena itu, konstitusi
dan UUD sangat penting untuk suatu negara yang telah merdeka
(Santoso, 2013).

Pada asas demokrasi, atau kedaulatan rakyat, sistem konstitusi
banyak negara lainnya. Meskipun ini benar, setiap negara memiliki
sistem dan prosedur yang berbeda untuk menerapkan asas tersebut
pada negara yang memiliki sistem pemerintahan yang bersifat
presidensiil. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era reformasi,
sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan
signifikan dengan karakteristik yang berbeda pada setiap periode.
Perubahan ini menunjukkan dinamika penerapan prinsip-prinsip
demokrasi yang berlandaskan konstitusi sebagai acuan utama. Secara
umum, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi
tiga fase utama, yaitu masa Republik Indonesia I, Republik Indonesia
I, dan Republik Indonesia Il (Noviati, 2016b).

1. Masa Republik Indonesia |

Pada periode ini, demokrasi yang diterapkan dikenal dengan istilah
Demokrasi Parlementer (1945-1959). Sistem ini menonjolkan
dominasi parlemen sebagai lembaga legislatif utama, yang
berperan penting dalam pengambilan keputusan. Sistem
demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer, dimana
kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selain itu, peran
partai politik sangat dominan dalam membentuk arah kebijakan
pemerintahan. Hal ini mencerminkan fokus pada demokrasi
perwakilan yang menempatkan parlemen di pusat sistem politik.
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2. Masa Republik Indonesia Il
Fase ini ditandai dengan penerapan Demokrasi Terpimpin (1959-
1966), yang dalam praktiknya menunjukkan penyimpangan dari
prinsip demokrasi konstitusional. Meskipun secara formal
berlandaskan konstitusi, demokrasi pada masa ini lebih
menonjolkan aspek demokrasi rakyat dengan dominasi kekuasaan
pada pemimpin negara. Periode di mana kekuasaan lebih terpusat
pada Presiden Soekarno, dengan peran besar militer dan partai
politik tertentu. Struktur pemerintahan cenderung terpusat, dan
kebijakan-kebijakan diambil dengan mengedepankan
kepemimpinan tunggal dibandingkan prinsip kolegialitas atau
checks and balances.
3. Masa Republik Indonesia 1l

Pada fase ini (1966-Reformasi 1998 dan setelahnya), sistem yang
diterapkan dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi
konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Sistem ini
memberikan kewenangan besar kepada presiden sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan. Masa ini berakhir dengan
jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang menandai
dimulainya era reformasi. Era reformasi ditandai oleh perubahan
fundamental pada Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan
memperkuat sistem presidensial sekaligus membuka ruang bagi
kebebasan politik yang lebih luas dan realistis. Reformasi ini
menjadi titik awal pembaruan sistem demokrasi di Indonesia
dengan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi politik yang lebih tinggi.

Perjalanan ini menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan di
Indonesia terus mengalami penyesuaian terhadap tantangan zaman,
termasuk perubahan dalam kebijakan, struktur politik, serta
partisipasi masyarakat, tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai
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konstitusi, seperti Pancasila dan UUD 1945.

7.3. Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu Negara
yang menetapkan struktur, fungsi dan batas-batas kekuasaan
pemerintah (Batul et al., 2024). Dalam pengertian harfiah, konstitusi
mempunyai pengertian adalah segala ketentuan dan juga aturan
terkait dengan ketatanegaraan, konstitusi juga merupakan cerminan
antara hubungan yang sangat penting antara rakyat dengan
pemerintahnya. Jikalau pada suatu negara tidak adanya konstitusi
maka bisa dipastikan jika negara tersebut tidak dapat dibentuk. Sangat
pentingnya konstitusi dalam menjelaskan terkait dengan sistem yang
ada di dalam sistem demokrasi adalah pada konstitusi juga sudah
diatur dengan sedemikian rupa dan juga telah dibatasi terkait dengan
pembatasan kekuasaan. Konstitusi sudah membatasi dalam hal
kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Pembatasan ini juga mempunyai tujuan mencegah timbulnya
penyalahgunaan kekuasaan dan juga agar melindungi hak-hak warga
negara.

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
secara jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut konsep
Kedaulatan Rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD
1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pemilihan umum, penghormatan terhadap hak asasi manusia
termasuk hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan
pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan bukti nyata
bahwa Indonesia telah mengadopsi teori Kedaulatan Rakyat sebagai
prinsip dasar dalam sistem pemerintahan (Krismarmita Brahman
Maximiliania et al., 2024).
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Dasar negara Indonesia yang mengatur tentang demokrasi
dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Reformasi
yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen
atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi
konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk
sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.
Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak
empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan
UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi
sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini (Setda, 2023). Yang di
dalam hal ini dapat tercermin di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang
menyebutkan negara Indonesia merupakan negara hukum yang
menganut asas demokrasi.

7.4. Dampak Reformasi Hukum terhadap Demokrasi

Implementasi reformasi hukum di Indonesia merupakan
langkah krusial dalam memperkuat demokrasi. Langkah ini mencakup
penyusunan undang-undang baru yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, penguatan lembaga penegak hukum, serta
peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sistem
demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin
mereka dan mengambil bagian dalam proses politik (Bari et al., 2024).
Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi hukum tidak hanya
berorientasi pada aspek legalitas semata, tetapi juga bertujuan untuk
memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan
demikian, reformasi hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam
menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan melibatkan
semua pihak. Sebuah sistem hukum yang tegas dan tidak memandang
bulu sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (Rizky, 2023). Oleh
sebab itu, pelaksanaan reformasi hukum harus dilakukan secara
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holistik dan berkesinambungan guna mewujudkan cita-cita demokrasi

yang diinginkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya reformasi

hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas
demokrasi di Indonesia. Reformasi hukum di Indonesia mempunyai
tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat vyang terus
berkembang.

Menurut (Yuliana et al., 2024) dampak dari reformasi hukum
terhadap demokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek :

1) Peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Reformasi hukum vyang transparan dan akuntabel dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang penting untuk
menciptakan stabilitas politik dan sosial. Kepercayaan publik
terhadap lembaga negara adalah fondasi utama bagi
keberlangsungan demokrasi.

2) Perlindungan hak asasi manusia menjadi lebih kuat. Dengan
adanya undang-undang yang melindungi hak asasi manusia,
masyarakat merasa lebih aman untuk mengekspresikan pendapat
dan berpartisipasi dalam proses politik. Perlindungan hak asasi
manusia yang baik akan menciptakan ruang bagi partisipasi politik
yang lebih luas.

3) Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan
keputusan. Akses yang lebih baik terhadap sistem hukum
mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses
demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum
adalah indikator penting dari kualitas demokrasi.

Reformasi hukum juga memiliki peran penting dalam
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola
pemerintahan. Dengan diterapkannya mekanisme hukum yang jelas
dan tegas, potensi terjadinya korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan
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dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini berdampak positif pada
peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut
data yang dipublikasikan oleh DPR RI (Swasanany, 2014), reformasi
birokrasi yang efektif dapat mengembalikan kepercayaan publik
terhadap parlemen. Keterbukaan dalam proses legislasi memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk memantau serta menyampaikan
masukan terhadap kebijakan yang dirancang. Dengan cara ini,
pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi
rakyat. Selain itu, tingkat akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa
para pejabat publik bertanggung jawab atas setiap tindakan dan
keputusan yang mereka ambil, sehingga dapat mencegah potensi
penyalahgunaan wewenang. Reformasi peraturan telah memperbaiki
struktur ketatanegaraan Indonesia. Reformasi ini telah meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan dan
transparansi. Penerapan hukum dan tata kelola juga dipengaruhi oleh
perbaikan peraturan, yang menjadikan sistem ini lebih transparan dan
bertanggung jawab (Irawan, 2024d).

Selanjutnya, reformasi hukum mendorong peningkatan
kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang
lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat
berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi. Kesadaran hukum
yang lebih tinggi membuat mereka lebih percaya diri dalam
menggunakan hak suara mereka dan berkontribusi pada proses
demokrasi. Ini menciptakan siklus positif di mana partisipasi yang lebih
tinggi menghasilkan kesadaran hukum yang lebih baik, dan sebaliknya
(Palilingan et al., 2024). Edukasi hukum yang efektif memungkinkan
masyarakat untuk memahami proses legislasi dan peran mereka di
dalamnya. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk kritis terhadap
kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian,
masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam sistem demokrasi.
Partisipasi yang aktif dari masyarakat juga memastikan bahwa
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kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif. Oleh karena
itu, peningkatan kesadaran hukum melalui reformasi merupakan
langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

7.5. Bentuk Demokrasi melalui Reformasi Hukum

Dalam era modern, reformasi hukum menjadi elemen vital
dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satu rekomendasi
strategis yang diusulkan adalah penguatan sistem hukum yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan hukum
sebaiknya didasarkan pada data empiris dan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan akademisi,
untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Menurut (Benia &
Nabilah, 2022), keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan
kebijakan hukum akan menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai elemen
masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi
hukum di mata publik. Selain itu, pendekatan inklusif dalam
penyusunan kebijakan hukum mendorong terciptanya keadilan sosial
yang lebih merata. Dengan demikian, penguatan sistem hukum yang
responsif harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum di
Indonesia. Langkah ini diharapkan membawa perubahan positif dalam
sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif.

Rekomendasi strategis berikutnya adalah meningkatkan
akuntabilitas lembaga penegak hukum. Diperlukan adanya sistem
pengawasan yang independen untuk mengawasi kinerja lembaga
penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar dapat
beroperasi secara lebih profesional dan terhindar dari pengaruh
politik. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum
penting untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka. Hal
ini sejalan dengan pendapat (Nursukma & Rosnawati, 2024) yang
menyatakan bahwa akuntabilitas lembaga penegak hukum adalah
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kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi
dalam proses penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam
membangun kepercayaan publik. Dengan adanya akuntabilitas yang
tinggi, diharapkan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dapat
diminimalisir. Selain itu, independensi lembaga pengawas memastikan
bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi pihak-pihak
yang berkepentingan. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas
lembaga penegak hukum harus menjadi fokus utama dalam reformasi
hukum di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat
supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, memperkuat pendidikan hukum dan kesadaran
masyarakat menjadi rekomendasi strategis yang tidak kalah penting.
Pendidikan hukum harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah
untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang baik
tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, kampanye kesadaran
publik perlu dilaksanakan secara masif untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam sistem
demokrasi. Menurut (Muhtar et al., 2023), Pendidikan hukum yang
berkualitas akan menghasilkan masyarakat yang memahami hak dan
kewajibannya, serta aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih proaktif dalam
mengawal proses demokrasi. Selain itu, kesadaran hukum yang tinggi
dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Oleh
karena itu, integrasi pendidikan hukum dalam sistem pendidikan
nasional menjadi langkah strategis dalam reformasi hukum. Hal ini
diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum
dan demokratis.

Mendorong inovasi teknologi dalam hukum juga menjadi
rekomendasi strategis yang relevan di era digital. Implementasi sistem
e-government dan platform pengaduan online dapat meningkatkan
transparansi dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.
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Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pun sebagai alat
pendukung dalam proses demokrasi (Rahman et al., 2022). Selain itu,
teknologi dapat digunakan untuk memantau kinerja lembaga penegak
hukum secara real-time. Hal ini akan mendorong transparansi dan
akuntabilitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, integrasi
teknologi dalam sistem hukum harus menjadi bagian dari agenda
reformasi hukum di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat
membawa sistem hukum Indonesia menuju era digital yang lebih
transparan dan partisipatif.

Reformasi hukum yang inklusif dapat memperkuat demokrasi
menuju Indonesia Emas 2045. Menurut (Wasaraka, 2024), Reformasi
hukum yang bersifat inklusif memberikan kekuatan kepada rakyat
untuk memperkuat ketahanan demokrasi, dalam rangka mewujudkan
Indonesia Emas 2045. Supremasi hukum yang inklusif menekankan
pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh
lapisan masyarakat. Hal ini mencakup pemberantasan korupsi,
reformasi institusi penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat
dalam memperkuat hukum di Indonesia. Dengan demikian, reformasi
hukum yang inklusif tidak hanya meningkatkan keadilan, tetapi juga
memperkuat tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu, reformasi hukum yang inklusif harus menjadi prioritas
dalam agenda nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Langkah
ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju sistem hukum yang
lebih adil dan efektif.
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Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini
mengupas secara komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai
Pancasila dalam membangun karakter bangsa serta peran
kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami sejarah
perumusan Pancasila, peranannya sebagai dasar negara, serta
tantangan implementasinya dalam era digital dan globalisasi.
Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-prinsip negara hukum,
sistem pemerintahan, serta dinamika perubahan konstitusi di
Indonesia. Selain teori, buku ini juga menyajikan analisis mengenai
peran Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik,
hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta hubungan internasional.
Pembahasan mengenai hak asasi manusia, keberagaman, dan
toleransi dalam masyarakat multikultural turut menjadi bagian
penting dalam buku ini. Dengan adanya pembahasan mengenai
ketahanan nasional dan pembangunan karakter kebangsaan di era
Revolusi Industri 5.0, diharapkan buku ini dapat menjadi sumber
inspirasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman
tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
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